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1. Sekretaris DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Kepala BKD/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Karo Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian Setjen DPD RI
4. Karo Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum Setjen MPR RI
5. Karo Persidangan I Setjen DPR RI
6. Kapus Analisis Keparlemenan Setjen DPR RI
7. Pih. Kapus Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Setjen DPR RI
8. Pit. Kapus Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang Setjen DPR RI
9. Para Pejabat Fungsional Analis APBN

10. Para Pejabat Fungsional Perisalah Legislatif
11. Para Pejabat Fungsional Asisten Perisalah Legislatif
12. Para Pejabat Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan

Legislatif
13. Para Pejabat Fungsional Analis Legislatif

SURAT EDARAN 

NOMOR: 7/SE-SEKJEN/2024 

TENTANG 

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN APLIKASI PORTAL ELEKTRONIK REGISTER 
INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL SATU INSTANSI (PERISAI) 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

1. Latar Belakang

a. Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan untuk
mendukung pengelolaan dan pengembangan karir pejabat fungsional di bawah
pembinaan Sekretariat Jenderal DPR RI, maka perlu adanya sistem informasi
Jabatan Fungsional yang terintegrasi dengan Sistem lnformasi Aparatur Sipil Negara
(SIASN).

b. Sistem informasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a dibangun
dalam bentuk aplikasi PERISAI, dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan
pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan karir Pejabat Fungsional di bawah
pembinaan Sekretariat Jenderal DPR RI.

c. Jabatan Fungsional di bawah pembinaan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana
dimaksud pada huruf b meliputi Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Perisalah Legislatif, Asisten Perisalah Legislatif, Anal is Pemantauan Peraturan
Perundang-undangan Legislatif, dan Analis Legislatif.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai pemberitahuan dan acuan 
bagi instansi pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional di bawah pembinaan 
Setjen DPR RI dan pejabat fungsional di bawah pembinaan Setjen DPR RI dalam 
memanfaatkan sistem aplikasi PERISAI. 
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Persetujuan Formasi, Uji Kompetensi, Pendaftaran Diklat, Konsultasi Jabatan, 
Knowledge Sharing, dan Sebaran lnformasi Jabatan. 

3) Aplikasi PERISAI yang terintegrasi dengan SIASN memberikan ruang untuk
pengecekan, perbaikan, pembaruan data kepegawaian yang tidak sesuai. Hal ini
karena data di aplikasi PERISAI ditampilkan berdasarkan data yang terinput di
SIASN.

4) kemudahan dan keterbukaan informasi seputar pengembangan karir yang dapat
dipantau bersama, baik oleh Admin lnstansi/Pejabat Pembina Kepegawaian
maupun oleh Pejabat Fungsional.

e. Ketentuan Lain-Lain

1) Sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan
pengembangan karir Pejabat Fungsional, lnstansi Pengguna Jabatan Fungsional
di bawah pembinaan Setjen DPR RI diharapkan menggunakan Aplikasi PERISAI
secara utuh mulai April 2024 dan seterusnya.

2) Admin lnstansi/Pejabat Pembina Kepegawaian perlu memastikan seluruh pejabat
fungsional di bawah pembinaan Setjen DPR RI yang berada di lingkungannya
untuk didaftarkan dan menggunakan Aplikasi PERISAI.

3) Dalam proses penggunaan aplikasi PERISAI, admin lnstansi/Pejabat Pembina
Kepegawaian dan Pejabat Fungsional perlu mempelajari, memahami, dan
menerapkan panduan yang telah disusun dalam buku petunjuk aplikasi PERISAI.

4) Layanan konsultasi terhadap penggunaan Aplikasi PERISAI dapat melalui:

6. Penutup

JABFUNG 

BAOIAN PEMBINAAN JABATAN FUNOSIONAL 

0815-1917-4381 

bag_bi naja bfu ng@d pr .go.id 

@ binajabfung.setjendpr

'9 021-5715494, 380, 381 

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas 
perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 

Tembusan: 
1. Sekretaris Jenderal MPR RI;
2. Sekretaris Jenderal DPD RI;
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI;
5. Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI.

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

: Jakarta 
: 25 Maret 2024 

Ditandatangani secara elektronik oleh : 

SEKRETARIS JENDERAL 

Dr. Ir. Indra lskandar, M.Si 




